BAB Il
HUKUM ISLAM
A. Pengertian Hukum Islam

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam
kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas
dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan
dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul di sebut “hukum
syara’”, sedangkan bagi kalangan ahli figh, “hukum syara’” adalah
pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada
dasarnya terdapat dalam al-Qur’an dan penjelasan-Nya dalam sunnah
Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur’an. Namun al-Qur’an itu
bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli figh karena di dalamnya
hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan
lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur’an itu
mengandung norma hukum.*

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas
dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang
mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau
norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu

dan diteguhkan oleh penguasa.

* Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2008), hal. 1.
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Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti
hukum adat, mungkin juga berupa hukum yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan seperti hukum barat. Dalam konsepsi perundang-
undangan yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan
manusia lain dan benda dalam masyarakat.*

Kata hukum yang berakar kata ( » & ¢z , =) mengandung makna
mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah
kezaliman, mencegah penganiyaan dan menolak bentuk kemafsadatan
lainnya.™

Disamping itu ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah
konsepsi hukum islam. Dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah
SWT, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan
benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainya, karena
manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunya berbagai hubungan.

Interaksi manusia dengan manusia dalam berbagai tata hubngan itu
diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab
disebut hukm jamaknya ahkam.>?

Islam adalah agama yang sempurna yang ajarannya mencakup
seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hal-hal kecil sampai hal-hal

yang besar.>® Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau

% Muhammad Daud Ali, Hukum islam: Pengantar IImuHukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal 43.

5 Mardani , Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 8.

52 Muhammad Daud Ali, Hukum islam. .. hal 43-44.

%3 Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh, (Bandung:PT. Remaja Rosda karya , 2014), hal. 9.
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hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih
tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.>*

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah
atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik
tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan
kepada hukum Islam, yaitu Syariah, figih, hukum syarak, dan ganun.*
Dalam arti lain disebutkan, hukum Islam adalah hukum yang bersumber
dari dan menjadi bagian agama Islam.

Dalam sistem hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan
sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah
maupun lapangan muamalah kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-
ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu ja iz atau
mubah atau ibadah, sunah, sunah, makruh, wajib dan haram.

Penggolongan hukum yang lima atau disebut juga lima kategori
hukum, di dalam kepustakaan hukum islam disebut juga hukum taklifi
yakni norma atau kaidah hukum islam yang mungkin mengandung
kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak
suatu perbuatan, yang disebut ja’iz, mubah atau ibadah. Mungkin juga
hukum taklifi itu mengandung anjuran yang jelas manfaatnya bagi pelaku
(sunah). Mungkin juga mengandung kaidah yang jelas tidak berguna dan

akan merugikan orang yang melakukanya (makruh). Mungkin juga

> Ismail Nawawi, Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer), (Surabaya: Ghalia
Indonesia, 2012) hal. 3.

% Musttofa, Abdul Wahid , Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.
1.
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mengandung perintah wajib dilakukan (fardhu atau wajib), dan
mengandung larangan untuk dilakukan (haram).

Selain dari perkataan hukum dan al-ahkam al khamsah atau hukum
taklifi di atas, perlu dipahami juga istilah syari’at. Yang dimaksud
denfinisi syari’at secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni
jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslimin. Syaria’at merupakan
jalan hidup orang muslim.

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh
Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukala yang diakui dan
diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.>®

Definisi hukum Islam adalah syari’at yang berarti aturan yang
diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi saw.,
baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun
hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang
dilakukan oleh umat muslim semuanya.®’

B. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum

perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup

hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum

% Kutbuddin Aibak, “Otoritas dalam hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El
Fadl)”, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94. Kutbuddin Aibak, “Membaca
Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan”, dalam Ahkam: Jurnal
hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322.

57 Yhuel, Hukum Islam, dalam http://www.kuliahhukum.com/hukum-islam/, diakses hari
kamis tanggal 7 juni 2018, pukul 21.51 WIB.
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Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum
menjadi hukum privat (perdata) dan hukum publik.*® Ini disebabkan
karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi
publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup
hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, vyaitu:* (1)
hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, sholat,
zakat, puasa dan haji, dan (2) hukum yang berkaitan dengan persoalan
kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hukum islam yang berkaitan
dengan kemasyarakatan misalnya: (1) Munakahat (2) Wirasah (3)
Muamalat dalam arti khusus (4) Jinayat (5) Al-ahkam al-sultoniyyah (6)
Siyar (7) Mukhasamat.®
Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (figh) menjadi

dua yaitu
a. Ahkam Al-lbadat

Ahkam al-lbadat, yyaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang

mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Ahkam Al-lbadat ini

dibedakan kepada Ibadat Mahdlah dan Ibadat Ghair Mahdlah.
b. Ahkam Al-Mu’amalat

Ahkam Al-Mu’amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang

mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

% «“Ruang Lingkup Hukum Islam”, https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-
hukum-islam.html?m=1, diakses pada 15 mei 2018, pada pukul 19.04.

%9 Zainuddin Ali, Hukum Islam:Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika), hal. 6.

% Muhammad Daud Ali, Hukum islam... hal. 56.



https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1
https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1
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(1) Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat (Hukum orang dan keluarga), yaitu
hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti
hukum perkawinan;

(2) Ahkam Al-Madaniyat (Hukum Benda), yaitu hukum yang
mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli,
sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan
atau hukum warisan;

(3) Al-Ahkam Al-Jinayat (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang
berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana
(delict, jarimah) dan ancaman atau sanksi hukuman bagi yang
melanggarnya (uqubat);

(4) Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Marafa’at (Hukum acara), yaitu hukum
yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama
aturan yang berkaitan dengan alat-alat butti, seperti saksi,
pengakuan dan sumpabh.

(5) Ahkam Al-Dusturiyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-
undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik,
seperti mengenai pengaturan dasar dan system Negara.

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para

fugaha:®*

311

61 Nasruddin Razak, Dienul Islam, Cetakan ke-20, (Bandung: PT. Alma’arif, 2001), hal.



43

1. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini bernama
Hukum Taklifi yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh,
dan haram.

2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikualifikasi
sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan
ini bernama Hukum Wadhi’i.

Adapun hukum Wadhi’l terdapat tiga macam:

a. Terdapat sebab, sebab adalah sesuatu yang tampak jelas dan tertentu
menjadi tanda/pangkal adanya hukum, terdiri dari:

1. Sebab yang bukan hasil perbuatan manusia, misalnya peristiwa
meninggalnya seseorang yang mengakibatkan harta peninggalnya
beralih kepada ahli warisnya.

2. Sebab yang lahir dari perbuatan manusia, misalnya karena adanya
akad nikah menjadi sebab adanya hubungan seks antara seorang
pria dengan seorang wanita.

b. Tentang syarat, syarat adalah sesuatu yang padanya bergantung adanya
sesuatu hukum yang berlaku, terdiri dari:

1. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya jatuh tempo
pembayaran zakat menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas
harta benda yang sudah mencapai jumlah tertentu untuk dikenakan
zakat.

2. Syarat yang menyempurnakan sebab, misalnya berwudhu dan

menghadap kiblat adalah menyempurnakan hakikat shalat.
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3. Halangan (maani), maani adalah sesuatu yang karena adanya
menghalangi berlakunya ketentuan hukum, terdiri dari :

a. Maani yang mempengaruhi sebab, misalnya ahli waris
membunuh pewaris sehingga terhalang untuk menerima
warisan.

b. Maani yang mempengaruhi akibat, misalnya ayah yang
membunuh anaknya sendiri seharusnya dikenakan hukuman
gisas, tetapi karena statusnya sebagai bapak menghalangi
dijatuhkannya hukuman gisas.®®

C. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah SWT dan
ketentuan Rasul-Nya yang terdapat di dalam al-Qur’an dan kitab-kitab
hadits yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam.
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan
mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang
mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata
lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani
maupun jasmani, individual dan social. Kemaslahatan itu tidak hanya
untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal
di akhirat kelak. Abu Ishag ash-Shabiti merumuskan lima tujuan hukum

Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang

62 «“Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya”,
https://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/hukum-islam-dan-ruang-lingkupnya.html, diakses pada
tanggal 15 mei 2018, pukul 22.33.
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(kemudian) disepakati oleh ilmuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan
disebut al-magasid al-khamsah atau al-maqasid al-syari’ah (tujuan-tujuan
hukum Islam).

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.
Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan
di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang
merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan
sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari’at yang merupakan jalan
hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun
dalam berhubungan dengn manusia lain dan benda dalam masyarakat.
Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut
oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah
menurut keyakinan (agamanya).®®

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua dalam hukum Islam.
Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang
membunuh, hal tersebut termaktub dalam firman Allah SWT Q.S. al-Isra’

ayat 33,
A o 1 Gl 5 1 B A s A 0L U
(YY) V) yais ukfm JJJ\ @uﬂ,u&bwﬂ
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.

8 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum..., hal.43.
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Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami

telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah

ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya

ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” ( Q.S. al-Isra’: 33)%
Sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai
sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan
kemaslahatan hidupnya.®®

Pemeliharaan akal sangan dipentingkan oleh hukum Islam, karena
dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula
menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan
akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus
diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan
hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan manusia.
Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang
meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah

khamr dalam Q.S. al-Maidah ayat 90,
o o a0ty ety ,MJU | L1440 Ll @ g
(34) oj;uf(.iwiji.}u ol
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 429.
% Muhammad Daud Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum.. ., hal. 43.
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dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

(Q.S. al-Maidah : 90).%°

Pemeliharaan keturunan, agar kemudian darah dapat dijaga dan
kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat
hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi

syarat untuk mendapat saling mewarisi. Q.S. an-Nisa’ : ayat 11,
w_.;\ 3 ;Lwdf o J__;U\ b fas ;.uj wSOUY Sl (o s

¥ 2 > R T RN SR
Ui 21y IS Uy Calad) G 5001y &Ols )y 355 Ll gl

3
GJ. pE] s 0 P

g,w\gﬁu;ao\ﬁsasgw,u)dﬁvjogs Wy ol o] D75 L el

“Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya
perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan,

jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 176.
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meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya

(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di

antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini

adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. an-Nisa’ : 11).%

Hukum kekeluargaan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang
secara khusus diciptakan Allah SWT untuk memelihara kemurnian darah
dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa
dalam al-Qur’an, ayat-ayat hukum mengenai kedua bagian hukum Islam
ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum
lainna. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan
dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.®®

Pemeliharaan harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut
ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia
dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh
karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta

dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta

%" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
%8 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam..,2005, hal 64.
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seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan Q.S. an-Nisa’
ayat 29,
5 5 0,55 of ) yuur&.ﬂv&s\y\\j}_{iUsﬁTJm A
(Y3) G’y r.i»u\f Al o\ rﬁwu\\jpu U, (&Mup\,
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’ : 29).%°
Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta
seseorang setelah meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum
Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil
berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah
tangga dan masyarakat.
D. Ciri-Ciri Hukum Islam
Dari uraian diatas dapat ditandai ciri-ciri hukum Islam, yaitu:
1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak capat diisahkan dari iman
atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
3. Mempunya dua istilah kunci yakni: syariat dan figih. Syariat terdiri

dari wahyu Allah SWT dan Sunah Nabi Muhammad SAW, sedang

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 122.
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figih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang
Syariat.

4. Terdiri dari dua bidang yakni: ibadah dan muamalah dalam arti yang
luas. Ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah
dalam arti khusus dan luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh
manusia yang memenuhi syariat dari masa ke masa.

5. Struktur berlapis, terdiri dari nass atau teks al-Qur’an, as-Sunah nabi
Muhammad SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat
tentang wahyu dcan sunah, pelaksanaanya dalam praktik baik berupa
keputusan hakim, maupun berupa amalan-amalan umat islam dalam
masyarakat.

6. Mendahulukan kewajiban daripada hak, amal dari pahala.

7. Dapat dibagi menjadi dua yaitu: (a) hukum taklifi atau hukum taklif
yakni al-ahkam al-khamsah yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis
hokum, lima kategori hokum, lima penggolongan hukum yakni jaiz,
sunah, makruh, wajib dan haram, dan (b) hukum wadh’l yang
mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya
hubungan hukum.™

E. Prinsip-Prinsip Hukum Islam
Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

" Muhammad Daud Ali, Hukum islam, hal 58-59.
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Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini
menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang
sama, Yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat :laa ilaha
illa Allah” (Tidak ada tuhan selain Allah). Prinsip ini ditarik dari
firman Allah SWT di dalam Q.S. ali ‘Imran ayat 64.
gu;’:\/;ﬁ\j’j;ﬁs U\Mu\é‘jm;\yw{‘guguum\yw}a
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“Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu
kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian
kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah™.
Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka:
"Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri

(kepada Allah)". ( Q.S. ali ‘Imran : 64)."
Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan

hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan
penyerahan dirinya kepada Allah SWT sebagai manifestasi
kesyukuran kepada-Nya. Dengan demikian tidak boleh terjadi setiap

mentuhankan sesama manusia dan atau sesama makhluk lainnya.

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 86.
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Pelaksanaan hukum Islam adalah ibadah dan penyerahan diri manusia
kepada keseluruhan kehendak-Nya."

Berdasarkan prinsip tauhiud ini melahiurkan azas hukum
ibadah, yaitu azas kemudahan atau meniadakan kesulitan.” Barang
siapa yang tidak menghukumi dengan hukum Allah SWT, maka
orang tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok orang-orang

fasiqg, sebagaimana Allah berfirman,

3
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“Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara
menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa
tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,
maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” Q.S. al-Maidah :
47).74
Dan prinsip tauhid ini, maka lahirlah prinsip khusus yang
merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini, umpamanya yang

berlaku dalam figih ibadah sebagai berikut:

"2 Farhan, “Prinsip-Prinsip Hukum Islam”,
https://zizo07.wordpress.com/2010/04/17/prinsip-prinsip-hukum-islam/, diakses pada tanggal 4
Juli 2018 pukul 09.54 WIB.

® Agus Nur hakim,” Hukum Islam dan Prinsip-prinsipnya”,
http://pusathukumislam.blogspot.co/2016/09/hukum-islam-da-prinsip-prinsipnya.html?m=1,
diakses pada tanggal 04 Juli 2018 pukul 10.10 WIB.

" Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 167-168.



https://zizo07.wordpress.com/2010/04/17/prinsip-prinsip-hukum-islam/
http://pusathukumislam.blogspot.co/2016/09/hukum-islam-da-prinsip-prinsipnya.html?m=1

53

a. prinsip pertama. Berhubungan langsung dengan Allah SWT tanpa
perantara, artinya bahwa tidak seorangpun manusia dapat
menjadikan dirinya sebagai dzat yang waib disembah.

b. Prinsip kedua. Beban hukum (ta’lifi) ditujukan untuk memelihara
akidah dan iman, penyucian jiwa (takjiyat al-nafs) dan pembetukan
pribadi yang luhur, artinya hamba Allah SWT dibebani ibadah
sebagai bentuk/aktualisasi dari syukur atas nikmat Allah SWT.”

Berdasarkan prinsip tauhid ini melahirkan asas hukum
ibadah, yaitu asas kemudahan/meniadakan kesulitan. Dari asas hukum
tersebut terumuskan kaidah-kaidah hukum ibadah sebagai berikut:

a. Al-ashlu fii al-ibadati taqifu wal ittiba’ yaitu pada pokoknya ibadah
itu tidk wajib dilaksanakan, dan pelaksanaan ibadah itu hanya
mengikuti apa saja yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya.

b. Al-Masaqqgah tujlibu at-taysiir, yaitu kesulitan dalam melaksanakan
ibadah akan mendatangkan kemudahan.

2. Prinsip Keadilan
Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mizan
(keseimbangan/modrasi). Kata keadilan dalam al-Qur’an kadang
diekuifalensikan dengan al-gist. Al-mizaan yang berarti keadilan di
dalam al-Qur’an terdapat dalam Q.S. asy-Syura’ ayat 17 dan al-Hadid

ayat 25.
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’ Farhan, “Prinsip-Prinsip hukum Islam...”
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“Allah-lah yang menurunkan kitab dengan (membawa)
kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan). Dan tahukah
kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat?” (Q.S. asy-

Syura’ : 17).”
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya
manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan
besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai
manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi
itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong
(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak
dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha
Perkasa.” (Q.S. al-Hadid : 25)."
Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum
atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam

meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai

’® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 786.
" Ibid, hal. 904.
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prinsip moderasi, menurut Wabbah Al-Zuhaili bahwa perintah Allah
SWT ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah SWT tidak
mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan
kemadharayan dari perbuatan maksiat manusia. Namun Kketaatan
tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas prilaku dan cara
pedidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan
masyarakat.

Penggunaan term adil/keadilan dapat dijumpai di dalam
beberapa firma Allah SWT. Salah satunya di dalam Q.S. al-Maidah
ayat 8, yang memiliki kecenderungan mengikuti hawa nafsu, adanya
kecintaan dan kebencian memungkinkan manusia tidak bertindak adil
dan  mendahulukan  kebatilan  daripada  kebenaran  (dalam

berinteraksi).” Allah berfirman,
S 85 20y tall 20 o) 058 1,5 Ll G
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,

"8 Farhan, “Prinsip-Prinsip hukum Islam...”
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sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu

kerjakan.” ( Q.S. al-Maidah : 8).”

Perintah kepada manusia agar berlaku adil dalam segala hal
terutama kepada mereka yang mempuyai kekuasaan atau yang
berhubunagn dengan kekuasaan dan dalam bermuamalah (berdagang),
hal tersebut terdapat di dalam firman Allah SWT Q.S. al-An’am ayat

152,
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“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan
sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami
tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar
kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah
kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan
penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah
kepadamu agar kamu ingat. ” (Q.S. al-An’am : 152).%

Kedilan yang berarti keseimbangan antara kewajiban yang
harus dipenuhi manusia (mukalaf) dengan kemampuan manusia untuk

menunaikan kewajiban tersebut.

® Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 159.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 214.
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Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan
hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan
waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hulum Islam
dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari
prinsip keadilan. Artinya, perkara-perkara dalam hukum Islam apabila
telah menyempit maka menjadi luas, dan apabila perkara-perkara itu
telah meluas maka kembali menyempit.

3. Prinsip Amar Ma’ruf Nahii Mungkar (Memerintah kepada Kebaikan
dan Mencegah Kejahatan)

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia
untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan
diridhai Allah SWT, dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai
fungsi social engineering hukum. Pengkategorian amar ma ruf nahi
mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal.® Prinsip amar

ma ruf nahi mungkar didasarkan pada Q.S. ali-lmran ayat 110,
ot - /,u/o:/ . so. ’ }}2: & o - o‘j ,@ﬁ‘ 0, o So
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari

yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka

81 Farhan, “Prinsip-prinsip Hukum Islam...”
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ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-

orang yang fasik.” ( Q.S. ali ‘Imran : 110).%?

4. Prinsip Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar
agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi
berdasarkan penjelasan, demontrasi, argumentasi. Kebebasan yang
menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang
mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan indivisu maupun
kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin
berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, Q.S. al-

Bagarah ayat 256
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia

telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak

82 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 94.
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akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (Q.S. al-Bagarah : 256).%
5. Prinsip Persamaan/Egalite

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dlam Kostitusi
Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan
penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ii
merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan
hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol social, tapi bukan
berarti tidak pula mengenal stratifikasi social seperti komunis.
Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan wara kulit. Kemuliaan
manusia adalah karena dzat manusia itu. Islam  memiliki
kecenderungan pada persamaan, tetapi tidak menghendaki
penyamarataan.

Kelebihan seseorang terhadap orang lain dalam persaudaraan
yang besar tidak tergantung pada kebangsaanya, etapi dalam hal
menjalankan kewajiban atau kemuliaan akhlak. Contohnya, Islam
membolehkan pemilikan pribadi dan perbedaan dalam ekonomi
dengan batas-batas yang wajar di dalam masyarakat, agar tersedia
kesempatan bagi individu untuk mengembangkan dan memanfaatkan
sifat-sifatnya yang mulia. Dalam tanggung jawab pelaku usaha, ia

harus menghargai hak-hak konsumen dengan berlaku jujur dan adil.

& 1bid, hal. 63.
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Tidak boleh ada perbedaan yang berlebihan di antara konsumen yang
satu dengan lainnya.®!
6. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong)

Prinsip ini emiliki makna saling membantu antara sesame
manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam
peningkatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini
menghendaki kaum Muslim berada saling tolong dalam kebaikan dan

ketakwaan Q.S. al-Maidah ayat 2.
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“.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah :

2).85

Kelanjutan prinsip ta’awun, dikenal prinsip khusus asas
tabaadulul manaafi’, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah
harus memberikan keuntunan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak
yang terlibat. Asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu
atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi

keperluannya masing-masing dalam kesejahteraan bersama.

8 Farhan. Prinsip-Prinsip Hukum...”
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 156.
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Asas tabaadulul manaafi’ ini juga merupakan kelanjutan dari
prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada
di langit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.
Manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta
yang ada di bumi, melainkan hanya sebagai pemilik hak
memanfaatkannya. Oleh karena itu, manusia selain mempunyai hak
memanfaatkan segala yang ada di bumi, pada sbersamaan harus
menghargai hak orang-orang lain dan lingkungannya. Kemanfaatan
harus diraih oleh berbagai pihak dengan cara saling menolong, tidak
boleh ada eksploitasi, penipuan dan berbagai bentuk kecurangan.

7. Prinsip Toleransi dan Larangan Menzalimi Sesama

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi
yang menjamin tidak terlanggarnya hakhak Islam dan umatnya,
tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan
sesama agama Islam.

Wabbah Al-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada
tataran penerpan ketentuan al-Qur’an dan al-Hadits yang menghindari
kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan
dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan
lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja.
Tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Ilam, baik muamalah sipil,

hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.®®

8 Farhan, “Prinsip-prinsip Hukum Islam...”
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F. Asas-Asas Hukum Islam

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asasun. Artinya dasar,
basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan system berfikir, yang dimaksud
dengan asas adalah landasab yang sangat mendasar. Oleh karena itu, di
dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti dasar, alas dan pondamen
atau pondasi.®’

Jika kata asas dihubungkan degan hukum, yag dimaksud dengan asas
adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan
pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas
hukum pidana, misalnya seperti disinggung di atas adalah tolak ukur
dalam pelaksanaan hukum pidana. Asas hukum, pada umumnya berfungsi
sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan
dengan hukum.

Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-
Qur’an dan al-Hadits yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang
memeuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam banyak,
disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan
lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri.®® Asas-asas hukum Islam
yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam yang
meliputi:

a. Asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting

dalam hukum Islam. Demikian pentingnya, sehingga ia dapat disebut

60.

87 poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hal.

8 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam..., hal. 114-115.
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sebagai asas semua asas hukum Islam. Di dalam al-Qur’an, karena
pentingnya kedudukan dan fungsi kata itu, keadilan disebut lebih dari
1000 Kali, terbanyak setelah Allah SWT dan ilmu pengetahuan. Salah

satunya dalam Q.S. Shad ayat 26,
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“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari

perhitungan. ” (Q.S. Shad : 26).%°

b. Asas kepastian hukum, terdapat dalam Q.S. al-Isra’ ayat 15,%
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“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri;
dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi

(kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 736.
% Muhammad Daud Ali, Hukum Islam..., hal. 117.
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memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum
Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S. al-Isra’ : 15)."
c. Asas kemanfaatan, asas ini ditarik dari Q.S. al-Bagarah ayat 178%,
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka

baginya siksa yang sangat pedih.”(Q.S. al-Bagarah : 178).%

9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 426.
%2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam..., hal. 118.
% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 43.



